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ASPEK HU.KUM PENY ALAHGUNAAN SENJAT A API 
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DITINJAU DARI 

UNDANG- UNDANG NO. 2 T AHUN 2002 
TENT ANG K.EPOLISIAN 

(STUDI KASUS POL T ABES MS) 

OLEO 
NATAL SITORUS 

ABSTRAKSI 

Sebagai negara bukum yang mempwiyai perangkat hukwn yang saJah satunya 
adalah pihalc kepolisian sebagai penegalc bukum, bal ini dikarenakan pihak kepolisian 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim bukum. 

Kepolisian sebagai bagian integral pemerintahan suatu negara, mempunyal 
fungsi dalam penegakan hukum dalam suatu wilayah negara Kesatuan Republik 
Indonesia yen begitu luas, dan ini bukan hanya sekedar aspek refresif dalam 
kaitannya dengan proses penegakan hukwn pidana. 

Dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam penegakan bukum pihak 
kepolisian dibelcali dan diperlengkapi deogan persenjataan yang lengkap yang lebih 
dikenal dengan senjata api. Namun dalam bal kepemilikan senjata api oleh anggota 
kepolisian tidak semua anggota kepolisian dipersenjatai dengan seojata api 
dikarenakan senjata api diberikan berdasarkan kepangkatan dari anggota kepolisian 
tersebut. 

Tetapi dalam kurun waktu terakhir ini, banyak terjadi penyalahgunaan senjata 
api oleh anggota kepolisian, dan hal ini secara tidak langsung memberikan pandangan 
oegatif dari masyaralcat. Dengan banyaknya penyalahgunaan senjata api oleh aogota 
kepolisian akan berkenaan dengan pelanggaran disiplin. 

Dan sebagai suatu pelanggaran oleh anggot.a kepolisian akan diatur dalam 
Uodang Undang No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik lodonesia, pada 
pasaJ 27 ayat I "untuk membina persatuan dan kesatuan serta menigkatkan semangat 
kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota kepolisian Negara Republik 
Indonesia", akan tetapi bal ini lebih lanjut dijelaskan dalam PP No. I Tahun 2003 
Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian yang terdapat dalam pasaJ 11, serta PP 
No. 2 Tahun 2003, Tentang Disiplin Polri, serta PP No. 3 Tahun 2003, Tentang 
Pelaksanaaan Teknis lnstitusiooal Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

lndonesia sebagai suatu negara hukum, tidak. terlepas dari sistim penidilan 

yang dilengkapi dengan catur penegak hukumnya, keberadaan pihak kepolisian 

mcmpunyai peranan yang sangat penting dalam komponen peradilan tersebut. 

Hal ini disebabkan karena pibak kepolisian merupakan bagian yang tidak. 

terpisahkan dari sistim peradilan itu sendiri, disebabkan karena ini merupakan satu 

sistim yang terintegrasi, sebagai suatu sistim peradilan memerlukan keterikatan dan 

keterkaitan dengan komponen lain. 

Hal ini didasarkan karena pihak kepolisian negara Republik Indonesia, 

sebagaimao.a dimaksutkan dalam lmdang - undang nomor 2 tahun 2002, tentang 

kepolisian negara Republik lndonesia, dan lebih dijelaskan pada pasa1 4 bertujuan 

untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menjamin tertib dan tegak:nya hukum sena terbinanya 

ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat 

dalam rangka terpeliharan keamanan dan menjunjung tinggi bak asasi manusia. 

Kepolisian sebagai bagian integral pemerintahan suatu negara, mempunyai 

fungsi dalam penegakan hukum dalam suatu wilayah negara kesatuan Republik 

lndoneia yang begitu luas, tidak. sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan 

proses penegakan hukum pidana saja. 
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Dalam menjalankan fwigsi dan peranannya dalam peoegakan bukum, pibak 

kepolisian dibekali dengan persenjataan yang lengkap yang secara umum dikenal 

dengan senjata api, tetapi tidak semua pihak kepolisian diberi kewenangan untuk 

memiliki seojata api tersebut, kepemilikao senjata api d i  liogkungao kepolisian 

ditentukan berdasarlcao kepaogkatan dao keablian tertentu dalam menjalankan tugas. 

Dalam kepemilikao senjata api oleh pibak kepolisian. juga terikat tentang 

kedisiplinan, dan salah satunya adalah kedisiplinan dalam penggunaan senjata api. 

dan bal ini lebib dijelaskan dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disipilin 

POLRI serta PP No. I tahun 2003 tentang peraturan pelaksana. 

Penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepolisian berasal dari pribadi 

polisi maupun dari luar pribadi polisi itu sendiri, oleh karena itu peoyalah gunaan 

senjata api di liogkungan kepolisian merupakan suatu pelanggaran disiplin, 

sebagaimana dijelaskan dalam undang - undang No.2 tahun 2002 dan diperjelas 

dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 dan atas pelanggaran ini tidak terlepas 

dari sanksi - sanksi yang barus di terapkan, guna menjamio tetap terlaksananya 

disiplin dalam lingkungan kepolisian itu sendiri. 

Terlepas dari pembahasan diatas, bahwa penyalahgunaan api oleh aoggota 

kepolisian bukan hanya di bahas dan tercantum dalam PP No.3 tahun 2002, tetapi 

tentang pelanyalahgunaan seojata api ioi sebagai suatu pelanggaran disiplin lebih 

lanjut dan lebih difokuskan penjelasannya di dalam peraturan pemerintah PP No. I 

tahun 2003 teotang pelaksanaan tehnis intirosionl peradilan umum anggota polri 

dalam penyalahgunaan senjata api oleb anggota kepolisian. 
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